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Current developments can bring about changes in society, where 

crimes are no longer committed by humans but can also be 

committed by corporations. Corporate activities in the mining sector 

can cause various impacts, namely environmental damage due to 

mining activities. This study aims to determine corporate 

responsibility and the sanctions imposed due to mining activities 

that cause damage and losses to the community. This study is 

normative in nature by reviewing various literature related to this 

research. The results of this study are that corporate criminal 

responsibility is obliged to provide compensation to the community 

who suffers losses due to illegal mining business activities. Then, 

based on the theoryvicarious liabilitywhich considers vicarious 

liability. In addition, corporations may be subject to sanctions under 

Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 

2009 concerning Mineral and Coal Mining. The principal sanctions 

include imprisonment, detention, and fines. Additional sanctions 

include confiscation of goods used in the crime, confiscation of 

profits obtained from the crime, and the obligation to pay costs 

incurred as a result of the crime. 

 
 

 

PENDAHULUAN   

Pada dasarnya perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia adalah 

menjadikan perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi sumber daya alam yang menjadi bahan baku produksinya. Indonesia pun 

seperti itu, keberadaan korporasi sudah tersebar diberbagai bidang kehidupan seperti 

dibidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, ada juga 

korporasi yang bergerak dibidang sosial yakni bergerak di sektor pendidikan dan sektor 

kesehatan. Namun secara praktiknya, tidak selamanya korporasi dalam menjalankan 
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usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi masih terdapat 

pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi.1 

Perkembangan zaman yang ada menimbulkan kejahatan tidak hanya dilakukan 

oleh manusia, akan tetapi bisa dilakukan oleh pula oleh korporasi. Kejahatan korporasi 

merupakan salah satu bentuk dari kejahatan white collar crime. Menurut Setiyono 

sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa kejahatan 

korporasi sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dimana dari 

kejahatan yang dilakukan dapat diberi hukuman oleh Negara baik di bawah hukum 

administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Artinya korporasi dapat menjadi 

subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti 

melakukan kejahatan.2 

Kehadiran korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dapat menimbulkan 

dampak negatif, dimana tindakan yang dilakukan korporasi dapat menimbulkan 

pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan, manipulasi pajak, 

eksploitasi terhadap buruh, dan produk-produk yang dapat membahayakan kesehatan 

pemakainya serta penipuan terhadap konsumen.3 

Salah satu bentuk usaha korporasi di Indonesia adalah di bidang pertambangan. 

Pertambangan merupakan salah satu sector yang memberikan dampak positif atau 

pengaruh besar terhadap Negara, dimana aktivitas pertambangan dapat memberikan 

pemasukan dan pendapatan yang besar bagi suatu Negara. Artinya aktivitas 

pertambangan di Indonesia sudah sangat berkontribusi besar untuk Negara dan 

penduduk Indonesia.4   

Keberadaan sektor pertambangan sangat berperan penting dalam mendukung 

perekonomian nasional, karena mampu meningkatkan pendapatan negara. Di samping 

itu, aktivitas perusahaan pertambangan juga turut menekan tingkat pengangguran. Hal 

ini disebabkan oleh terbukanya berbagai peluang kerja, sehingga masyarakat setempat 

di wilayah pertambangan memperoleh kesempatan untuk bekerja di perusahaan-

perusahaan tersebut.5 

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi di sektor pertambangan 

masih sering terjadi. Aktivitas pertambangan kerap dijalankan tanpa izin resmi atau 

dikenal sebagai illegal mining. Akibatnya, praktik pertambangan ilegal tersebut dapat 

                                                 
1 Happy Cristiani Hutapea, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana 

Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014”, Journal Equitable, Volume 4 Nomor 

1, Kejaksaan Negeri Republic Indonesia, hlm. 2. 
2 Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 

hlm. 195-196 
3 I.S. Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 125. 
4 Djainun Wijaya, 2021, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan 

Kegiatan Pertambangan Diluar Titik Kordinat Ijin Operasi Produksi”, Volume 5 No. 2, Jurnal Elektronik 

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, hlm. 637-638. 
5 I.S. Susanto, Op,. Cit, hlm. 125. 
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memicu penambangan liar, konflik antar pelaku di sektor pertambangan, serta 

perselisihan dengan masyarakat setempat.6 

Dengan kondisi tersebut, maka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang 

berkepanjangan dan sangat sulit untuk teratasi. Selain itu, dampak dari pertambangan 

illegal dapat membuka ruang terjadinya perdagangan produk pertambangan di pasar-

pasar gelap yang tentu bertujuan untuk menghindari pajak resmi penjualan bahan 

tambang. Sehingga pendapatan Negara berkurang dan dapat menimbulkan kerugian 

terhadap Negara.7 

Dengan demikian, mengingat konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya 

ditunjukan kepada manusia, akan tetapi korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum 

dan dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka penulis 

tertarik membahas pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pertambangan khususnya 

eksploitasi tambang ilegal. Sehingga dapat dipahami bentuk pertanggungjawaban 

korporasi dalam tindak pidana pertambangan serta penerapan sanksi pidana terhadap 

korporasi yang melakukan pelanggaran tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 

sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang 

relevan seperti teori vicarious liability. 

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, serta bahan 

hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum tersebut 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan selanjutnya dianalisis 

secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan mengenai bentuk 

                                                 
6 Rina Dian, Dkk, 2017, “Pertanggungjwaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana 

Pertambangan Illegal/ Illegal Mining Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPI)”, Jurnal Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. hlm. 2. 
7 Kevin Yordan Malee, Dkk, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak 

Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022”, Volume IX, No. 

8, Lex Privatum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 118. 
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pertanggungjawaban pidana korporasi serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan 

terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang pertambangan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana 

Eksploitasi Tambang Ilegal 

Tindak kejahatan korporasi di sektor pertambangan masih kerap terjadi. 

Kegiatan usaha pertambangan yang dijalankan oleh korporasi sering kali tidak 

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut 

adalah pelaksanaan usaha pertambangan tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang, 

sehingga aktivitas pertambangan dilakukan secara ilegal.8 

Berdasarkan prosedur yang berlaku, seharusnya korporasi dalam menjalankan 

usaha di bidang pertambangan harus mempunyai atau memiliki izin terlebih dahulu dari 

pihak yang berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

Dan Batubara mengenai izin usaha pertambangan sebagai berikut : 

”Pasal 1 angka 7 menjelaskan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya 

disingkat IUP, adalah izin usaha untuk melakukan pertambangan. 

Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya 

disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakn usaha pertambangan dalam 

wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan khusus, 

selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”.9 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada 3 jenis izin yang harus diperoleh setiap 

korporasi sebelum melakukan usaha di bidang pertambangan. Izin usaha tersebut terdiri 

dari izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha 

pertambangan khusus (IUPK). Izin inilah yang harus dimiliki dalam usaha di bidang 

pertambangan, yang tentu dalam memperoleh izin usaha pertambangan disesuaikan 

dengan jenis pertambangan yang diinginkan. 

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana telah mengalami kemajuan 

atau perkembangan, dimana bukan hanya manusia yang menjadi subjek hukum akan 

tetapi korporasi dijadikan sebagai subjek hukum. Dengan demikian, maka konsep 

pertanggungjawaban pidana pun harus diciptakan agar korporasi juga dapat dijatuhi 

pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.10 

                                                 
8 Ibid, hlm. 121. 
9 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
10 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 160. 
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Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di atur dalam pasal 145 Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan sebagai berikut:  

(1) Masyarakat yang terkena dampak negative langsung dari kegiatan usaha 

pertambangan berhak : 

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan 

kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat 

perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. 

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negative langsung 

dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.11 

Berdasarkan uraian pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi yang 

melakukan usaha dibidang pertambangan illegal atau tanpa ada izin usaha sebagaimana 

yang diatur di dalam undang-undang, maka korporasi dapat mempertanggungjawbkan 

kegiatan pertambangan illegal tesebut. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan 

oleh korporasi terhadap penambangan yang illegal adalah dengan memberikan ganti 

kerugian  terhadap masyarakat yang mengalami kerugia akibat aktivitas pertambangan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, apabila dari pihak korporasi tidak 

memberikan kerugian terhadap masyarakat, maka masyarakat dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan terhadap kerugian yang dialami akibat aktivitas pertambangan 

illegal. 

Dalam pasal 145 tersebut dapat diartikan, Pertama, bentuk pertanggungjawaban 

pidana korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan secara illegal atau tanpa ada 

izin usaha terebih dahulu, maka korporasi mempunyai kewajiban untuk memberikan 

ganti kerugian terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat kegiatan usaha 

pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, ketika 

masyarakat mengalami kerugian terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan, maka 

masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan 

untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dialami akibat kegiatan 

pertambangan yang dilakukan secara illegal. 

Kemudian, berdasarkan teori Vicarious Liability melihat bahwa 

pertanggungjawaban pengganti, dimana lebih menekankan pada pertanggungjawaban 

oleh pengurus korporasi sebagai agen perbuatan dari korporasi tersebut. Artinya 

perusahaan dapat melakukan tindak pidana tertentu secara langsung melalui orang-

orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu 

                                                 
11 Lihat pasal 145 undang- undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang 

nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 
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sendiri. Sederhananya perbutan/kesalahan senior office diidentifikasi sebagai 

perbuatan/kesalahan korporasi.12  

Menurut Mahrus Ali sebagaimana yag dikutip Hanry Black menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak 

langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau 

peretanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.13 Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa antara majikan dan pekerja itu harus mempunyai   

hubungan pekerjaan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh buruh tersebut harus 

dalam lingkup pekerjaannya. 

Dalam bidang pertambangan ada yang namanya atasan dan bawahan yang 

dihubungan dalam satu pekerjaan yang sama. Tidak selamanya dalam bidang 

pertambangan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi sering 

sekali terjadi tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh para pekerja ataupun 

orang-orang yang terkait dalam suatu perusahaan. 

Apabila pekerja dalam korporasi melakukan tindak pidana pertambangan 

dengan maksud untuk memberikan keuntungan terhadap korporasi tersebut, maka 

pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Artinya ketika pekerja 

melakukan tindak pidana pertambangan, maka bukan pekerja tersebut yang 

mempertanggungjawabkan secara pidana, Akan tetapi berlaku pertanggungjawaban 

pidana pengganti, yakni yang harus dibebani pertanggungjawaban pidana adalah pihak 

korporasi, karena pekerja melakukan tindak pidana pertambangan dengan tujuan untuk 

memberikan keuntunang terhadap korporasi.14 

Tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi, pada dasarnya 

merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan status sebagai 

pengurus atau pekerja dari korporasi tersebut. Sehingga ketika terjadi tindak pidana 

pertambangan maka direktur tidak serta merta melepaskan dirinya untuk dibebankan 

pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi direktur yang harus dibebani 

pertanggungjawaban pidana, karena direktur mempunyai kemampuan dan kewajiban 

untuk melakukan dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan korporasi dalam 

bidang pertambangan dan termasuk kewajiban untuk melakukan penjagaan dan 

pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan. 

Pertanggungjawaban pidana yang dibebani kepada direktur atas pekerja yang 

melakukan tindak pidana pertambangan tujuannya adalah agar dapat mencegah 

                                                 
12 Eddy O.S. Hiariej, Op, Cit, hlm.  

13 Mahrus Ali, Op., Cit, hlm. 168 
14 Wibisono Gunawan, Fitriati, Ferdi, 2019, Implementasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn. Dan 

Putusan No. 9-/PID.SUS/2017/PT. PDG), Volume 2 Issue 4, Unes Jurnal Of Swara Justisia, Fakultas 

Hukum, Universitas Andalas, Padang., hlm. 384. 
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perusahaan supaya tidak menghindarkan diri dan melepaskan diri dari tanggungjawab 

yang harus penuhi, dengan melimpahkan pertanggungjawaban pidana kepada 

pekerja/buruh akibat tindak pidana pertambangan yang dilakukan.15 

Dengan demikian, tindak pidana pertambangan yang dilakukan korporasi harus 

menggunakan teori vicarious liability atau menggunakan pertanggungjawaban 

pengganti. Dimana korporasi tidak akan bisa menghindarkan diri atau lolos dari 

peraturan pidana dan bukan pegawainnya yang ditutut karena telah melakukan tindak 

pidana pertambangan, tetapi korporasi yang harus dituntut. Artinya dengan teori 

vicarious liability tidak memberikan ruang kepada korporasi untuk melakukan tindakan 

kesewenang-wenangan terhadap pekerja yang melakukan tindak pidana pertamabangan 

untuk kepentingan dan keuntungan korporasi. 

Adapun sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak 

pidana pertambangan berdasarkan undang-undang sebagai berikut : 

Pasal 158 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.00.000.000,00 

(seratur miliar rupiah).16 

Pasal 159 menyatakan bahwa pemegang IUP, IUPK, atau SIPB yang dengan 

sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e, 

pasal 105 ayat (4), pasal 110. Atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benae atau 

menyampaikan keterangan palsu dipidan denag pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah)17 

Pasal 160 menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK 

pada taja kegiatan ekplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).18 

Pasal 161 menyatakan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, 

melakukan pengolahan dan/ayau pemurnian, pengembangan, dan/atau batubara 

yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana 

dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 

                                                 
15 Nuzul Qur’aini Mardiya, 2018, “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak 

Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 3, Mahkamah Kontitusi Republik 

Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 490. 
16 Lihat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
17 Lihat pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
18 Lihat pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).19 

Pasal 161A menyatakan bahwa setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau 

SIPByang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana 

dimaksud pasal 70A, pasal 86G huruf a, dan pasal 93 ayat (1) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) taun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar).20 

Pasal 161B 

(1) setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak 

melaksankan 

a. reklamasi dan/atau pasca tambang 

b. penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) 

(2) selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang 

IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam 

rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi 

kewajibannya.21 

Pasal 162 menyatakan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu 

kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang 

telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).22 

 

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158, 159, 160, 161, 

161A,161B dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat  dikenai pidana 

tambahan berupa:23 

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana 

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau 

c. kewajiban membayar biaya tang timbul akibat tindak pidana. 

Berdasarkan urain pasal aquo yang memuat ketentuan sanksi pidana apabila  

korporasi dalam menjalankan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan atruan 

yang berlaku dalam undang-undang, maka akan dikenakan sanski terhadap korporasi. 

                                                 
19 Lihat pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
20 Lihat pasal 161A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
21 Lihat pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
22 Lihat pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
23 Lihat pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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Dari pasal aquo dapat artikan bahwa ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada 

korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan secara illegal terdiri dari pidana 

pokok dan pidana tambahan. 

Pidana pokok sebagai sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi berupa 

pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa 

perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan 

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya tang 

timbul akibat tindak pidana. 

Dengan demikian, sanksi pidana berdasarkan pasal aquo merupakan hukuman 

yang dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan perkara atas korporasi yang 

terbukti secara dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pertambangan. 

Penerapan sanksi ini tujuannya bukan untuk pembalasan. Akan tetapi sistem 

pemidanaan di Indonesia harus mengandung prinsip pemidanaan yakni pencegahan, 

pendidikan, dan pemberantasan tindak pidana pertambangan agar tindak pidana 

pertambangan yang dilakukan oleh korporasibisa terminimalisir.24 

KESIMPULAN 

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi adalah berkewajiban untuk 

memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat 

kegiatan usaha pertambann illegal. Selain itu, berdasarkan teori vicarious liability yang 

melihat pertanggungjawaban pengganti. Artinya apabila pekerja melakukan tindak 

pidana pertambangan, maka bukan pekerja tersebut yang mempertanggungjawabkan 

secara pidana, Akan tetapi harus dibebani pertain kepada korporasi, karena pekerja 

melakukan tindak pidana pertambangan dengan tujuan untuk memberikan keuntunang 

terhada korporasi. Tujuannya agar tidak memberikan ruang kepada korporasi untuk 

melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap pekerja yang melakukan tindak 

pidana pertamabangan. 

Selain itu, sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana 

pertambangan adalah korporasi dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara. Saknsi yang diberikan berupa sanksi pokok yang 

terdiri pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan 

terdiri dari pidana perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, 

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar 

biaya tang timbul akibat tindak pidana. 

                                                 
24 I Made Bayu Sucanta, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, 2019, “Sanksi Pidana Terhadap 

Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2099 Tentang Minerba)”, 

Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, 

hlm. 370. 
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